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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat tersusun 

dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan 

wawasan dan pemahaman yang komprehensif mengenai 

perkembangan akuntansi publik di era modern, dengan fokus pada 

isu-isu strategis seperti green accounting, sustainability reporting, 

environmental, social, and governance (ESG), pemanfaatan 

teknologi blockchain dan big data, perubahan kebijakan fiskal, serta 

arah perkembangan akuntansi publik di tingkat global. Seiring 

meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan, akuntansi 

publik tidak lagi hanya berfokus pada pelaporan keuangan 

tradisional, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Perkembangan teknologi informasi serta tuntutan 

transparansi mendorong pemerintah dan organisasi publik untuk 

mengadopsi sistem akuntansi yang lebih akurat, real-time, dan 

terintegrasi. Dalam konteks ini, hadirnya teknologi seperti 

blockchain dan big data telah membuka peluang baru dalam 

peningkatan akuntabilitas dan pengelolaan data keuangan negara. 

Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, 

akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan yang ingin memahami 

dinamika akuntansi publik masa kini dan masa depan. Penulis 

berupaya menyajikan materi dengan bahasa yang jelas, runtut, dan 

berbasis pada kajian ilmiah terkini, sehingga pembaca dapat 

memperoleh pemahaman yang mendalam sekaligus praktis. Akhir 

kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi dalam 

penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat 

nyata dan menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu 

akuntansi publik di Indonesia maupun di kancah internasional. 

Penulis 
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Bab 1 

Konsep Dasar Akuntansi Sektor Publik 

Konsep Dasar Akuntansi Sektor Publik merujuk pada prinsip, 

aturan, dan praktik akuntansi yang diterapkan pada entitas 

pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya yang tidak berorientasi 

pada laba. Berbeda dengan akuntansi sektor privat yang fokus pada 

pencapaian profit, akuntansi sektor publik bertujuan untuk 

memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 

sumber daya publik. Akuntansi ini mencakup pencatatan, 

pengukuran, pelaporan, dan pengendalian terhadap aktivitas 

keuangan lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan 

layanan umum, serta lembaga nirlaba lainnya yang menggunakan 

dana masyarakat. Dalam penerapannya, akuntansi sektor publik 

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang 

ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) di 

Indonesia, yang mencerminkan kebutuhan informasi untuk 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Salah satu ciri 

utama akuntansi sektor publik adalah orientasi anggaran yang sangat 

kuat, di mana proses penyusunan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan sangat bergantung pada mekanisme 

penganggaran. Oleh karena itu, transparansi dalam penggunaan dana 

publik menjadi fokus utama agar dapat mendorong partisipasi 

masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, dan menjamin 

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 
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A. Pengertian Sektor Publik 

Pengertian Sektor Publik mengacu pada bagian dari 

perekonomian yang dikelola dan dikendalikan oleh pemerintah, 

baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memberikan 

layanan kepada masyarakat dan mencapai tujuan kesejahteraan 

bersama. Sektor ini mencakup institusi-institusi yang tidak 

berorientasi pada laba, seperti kementerian, lembaga 

pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah, serta organisasi 

nirlaba yang menerima dana publik. Fokus utama sektor publik 

adalah pelayanan publik, bukan penciptaan keuntungan. Oleh 

karena itu, pengelolaan keuangan di sektor ini ditujukan untuk 

menjamin efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas 

dalam penggunaan dana masyarakat. Fungsi utama sektor 

publik meliputi alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, 

serta stabilisasi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan belanja 

pemerintah. Dalam konteks ini, sektor publik memiliki peran 

strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan 

kewenangan negara, serta mendorong terciptanya keadilan 

sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. 

Dalam perkembangannya, sektor publik semakin dituntut untuk 

beroperasi secara profesional dan responsif terhadap dinamika 

sosial, ekonomi, dan politik. Globalisasi, kemajuan teknologi, 

serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya 

mendorong pemerintah untuk mengelola sektor publik dengan 

pendekatan manajerial yang modern, transparan, dan 

partisipatif. Hal ini tercermin dalam reformasi birokrasi, 

peningkatan kualitas layanan publik, serta penerapan prinsip- 

prinsip good governance seperti akuntabilitas, efisiensi, dan 

integritas. Selain itu, sektor publik juga berperan penting dalam 

menjaga stabilitas makroekonomi, mendukung pembangunan 

infrastruktur, serta menyediakan jaminan sosial bagi kelompok 
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masyarakat yang rentan. Dengan demikian, keberadaan sektor 

publik tidak hanya menjadi instrumen kebijakan negara, tetapi 

juga cerminan dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, inklusif, dan 

berkelanjutan. 

B. Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Swasta 

Perbedaan antara akuntansi sektor publik dan sektor swasta 

terletak pada tujuan utama, lingkungan operasional, sumber 

dana, serta sistem pelaporan keuangannya. Akuntansi sektor 

publik bertujuan untuk mendukung akuntabilitas dan 

transparansi dalam pengelolaan dana publik, sedangkan 

akuntansi sektor swasta berorientasi pada pencapaian laba dan 

peningkatan nilai pemegang saham. Dalam sektor publik, 

entitas seperti instansi pemerintah atau lembaga nirlaba tidak 

mencari keuntungan, melainkan berfokus pada penyediaan 

layanan kepada masyarakat secara merata dan adil. Oleh karena 

itu, sumber pendanaannya pun berbeda; sektor publik sebagian 

besar berasal dari pajak, retribusi, hibah, dan dana transfer 

pemerintah, sedangkan sektor swasta memperoleh pendapatan 

dari hasil penjualan barang atau jasa. 

Perbedaan lainnya terletak pada sistem penganggaran. Dalam 

sektor publik, anggaran merupakan alat utama perencanaan dan 

pengendalian yang sangat mengikat dan menjadi dasar dalam 

pencatatan transaksi. Sedangkan di sektor swasta, anggaran 

bersifat fleksibel sebagai alat manajemen dan evaluasi kinerja 

keuangan. Dari segi pelaporan, akuntansi sektor publik 

menggunakan sistem akuntansi berbasis kas atau akrual sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan 

sektor swasta menggunakan standar akuntansi keuangan seperti 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh IAI 
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(Ikatan Akuntan Indonesia). Selain itu, laporan keuangan sektor 

publik ditujukan kepada publik dan pemangku kepentingan 

untuk menunjukkan pertanggungjawaban penggunaan dana, 

sedangkan laporan keuangan sektor swasta lebih ditujukan 

kepada investor, kreditur, dan manajemen untuk pengambilan 

keputusan bisnis. 

C. Fungsi Akuntansi Sektor Publik 

Fungsi akuntansi sektor publik sangat vital dalam mendukung 

tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam aspek 

pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan 

efisien. Fungsi utama dari akuntansi sektor publik adalah 

sebagai alat pertanggungjawaban (accountability) terhadap 

penggunaan dana publik. Melalui sistem akuntansi yang 

terstruktur, pemerintah dan lembaga publik dapat menyusun 

laporan keuangan yang mencerminkan realisasi anggaran serta 

kinerja keuangan secara menyeluruh. Selain itu, akuntansi 

sektor publik juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan 

pengendalian anggaran. Data akuntansi digunakan sebagai dasar 

dalam menyusun anggaran tahunan, serta sebagai acuan dalam 

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 

yang telah direncanakan. 

Fungsi berikutnya adalah sebagai alat pengambilan keputusan 

bagi para pembuat kebijakan, baik di tingkat eksekutif maupun 

legislatif. Informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi 

memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan dan kinerja 

suatu entitas, sehingga dapat dijadikan dasar dalam 

merumuskan kebijakan fiskal dan kebijakan publik lainnya. Tak 

kalah penting, akuntansi sektor publik juga berfungsi sebagai 

media komunikasi keuangan antara pemerintah dengan 

masyarakat. Melalui laporan keuangan yang disajikan secara 
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terbuka, publik dapat menilai sejauh mana pemerintah telah 

menjalankan amanat pengelolaan dana rakyat secara 

bertanggung jawab. Dengan demikian, akuntansi sektor publik 

berperan sebagai pilar penting dalam membangun kepercayaan 

publik, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara, 

dan memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan. 

D. Stakeholder dalam Sektor Publik 

Stakeholder dalam sektor publik adalah pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung 

terhadap aktivitas, kinerja, dan pengelolaan sumber daya oleh 

entitas sektor publik. Berbeda dengan sektor swasta yang fokus 

utamanya adalah pemegang saham dan investor, sektor publik 

memiliki jangkauan pemangku kepentingan yang lebih luas dan 

kompleks. Stakeholder utama dalam sektor publik meliputi 

masyarakat umum, yang berperan sebagai pemilik dana publik 

melalui pembayaran pajak dan memiliki hak untuk 

mendapatkan layanan publik yang adil dan berkualitas. 

Kemudian, lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD juga 

menjadi stakeholder penting karena mereka memiliki fungsi 

pengawasan dan pengesahan anggaran yang diajukan oleh 

lembaga eksekutif. 

Selain itu, lembaga eksekutif seperti kementerian, dinas, dan 

badan pemerintah berperan sebagai pelaksana program dan 

kebijakan publik yang didanai oleh APBN/APBD, sehingga 

mereka memiliki tanggung jawab langsung terhadap efisiensi 

dan akuntabilitas pengelolaan dana. Badan pemeriksa keuangan 

(BPK) juga merupakan stakeholder penting yang berfungsi 

untuk mengaudit dan memberikan opini atas laporan keuangan 

pemerintah, guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan 

dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 
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Tidak kalah penting, media massa, lembaga swadaya 

masyarakat (LSM), akademisi, serta komunitas internasional 

juga termasuk dalam kelompok stakeholder yang mengawasi, 

menilai, dan memberi masukan terhadap kebijakan serta kinerja 

sektor publik. Interaksi yang baik dan transparan antara entitas 

publik dengan para stakeholder ini menjadi kunci untuk 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan 

dipercaya oleh masyarakat. 

E. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia 

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami 

transformasi signifikan, terutama sejak era reformasi yang 

dimulai pada akhir 1990-an. Sebelumnya, sistem pengelolaan 

keuangan negara cenderung tertutup, birokratis, dan tidak 

transparan. Namun, desakan masyarakat terhadap akuntabilitas 

publik dan transparansi keuangan mendorong pemerintah untuk 

melakukan reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan 

keuangan. Tonggak penting dalam perkembangan ini adalah 

diterbitkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, yang menegaskan pentingnya pengelolaan 

keuangan negara secara tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan, dan bertanggung jawab. 

Selanjutnya, pemerintah mengadopsi Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh Komite Standar 

Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sebagai pedoman dalam 

menyusun laporan keuangan instansi pemerintah, baik pusat 

maupun daerah. Implementasi SAP juga diikuti oleh peralihan 

dari sistem pencatatan berbasis kas menuju basis akrual, yang 

memungkinkan penyajian informasi keuangan yang lebih 

komprehensif dan mencerminkan kondisi ekonomi yang 

sebenarnya. Perkembangan ini diperkuat dengan kehadiran 
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sistem informasi akuntansi pemerintahan berbasis teknologi, 

seperti Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Informasi 

Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), yang membantu 

dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. 

Seiring waktu, peningkatan kualitas laporan keuangan 

pemerintah juga tercermin dari semakin banyaknya entitas 

pemerintah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini 

menunjukkan adanya kemajuan dalam tata kelola dan 

transparansi keuangan negara. Meski demikian, tantangan tetap 

ada, seperti kualitas sumber daya manusia, konsistensi 

penerapan SAP, dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya 

adaptif terhadap akuntabilitas publik. Oleh karena itu, 

perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia harus terus 

didorong melalui pelatihan, penguatan regulasi, serta penerapan 

prinsip good governance secara berkelanjutan. 
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